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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara 

1. Pertanyaan Wawancara Penelitian  

Pertanyaan Penelitian Nomor 1: Bagaimana bentuk ancaman yang 

dapat menganggu keamanan di wilayah udara nasional Indonesia.   

NO. PERTANYAAN 

1 Apa jenis jenis sasaran udara yang dihadapi oleh Kohanudnas pada 
saat operasi Hanud ? 

2 Apa penyebab sasaran udara tersebut masuk ke wilayah udara 
nasional Indonesia ? 

3 Sasaran udara yang bagaimanakah yang dianggap menjadi 
ancaman bagi wilayah udara nasional Indonesia ? 

4 Kapan sasaran udara dianggap sebagai ancaman udara ? 

5 Bentuk ancaman terhadap wilayah udara nasional Indonesia apa 
saja ? 

6 Apa saja kendala kendala yang dialami dalam menghadapi ancaman 
udara ? 

7 Apa saja hambatan hambatan yang terjadi pada saat menghadapi 
ancaman udara ? 

8 Apakah setiap bentuk ancaman berbeda penanganannya dalam 
operasi hanud ? 

9 Apakah ada upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran 
wilayah udara nasional Indonesia ? 

10 Bagaimana menghadapi pelanggaran udara yang tidak tertangkap 
oleh radar Kohanudnas ? 

11 Apakah pelanggaran udara yang terjadi akhir akhir ini dapat diatasi 
secara prosedur operasi oleh Kohanudnas ?  

12 Bentuk pelanggaran terhadap wilayah udara nasional Indonesia apa 
saja? 

13 Apakah Kohanudnas pernah membuat kategori ancaman udara ? 

14 Bagaimana perkembangan ancaman udara pada masa mendatang 
menurut Kohanudnas ? 

15 Dengan masih adanya pelanggaran di wilayah udara nasional, 
apakah batas wilayah udara nasional Indonesia secara hukum 
internasional sudah diketahui oleh negara negara di dunia ini, 
terutama negara tetangga ? 

16 Bagaimana pelanggaran wilayah udara nasional yang terjadi di 

wilayah udara kedaulatan Indonesia yang dikendalikan oleh negara 

tetangga ?  
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Pertanyaan Penelitian Nomor 2: Bagaimana kekuatan Kohanudnas 

yang mampu menghadapi ancaman di wilayah udara nasional 

Indonesia   

 

NO. PERTANYAAN 

1 Bagaimana kondisi kekuatan Kohanudnas saat ini dan apa saja 

Alutsista yang menjadi kekuatan Kohanudnas ? 

2 Bagaimana kondisi kesiapan alutsista Kohanudnas yang siap 

digunakan untuk melaksanakan operasi ? 

3 Apakah alutsista yang ada sudah mumpuni untuk menghadapi 

ancaman yang ada ? 

4 Bagaimana kesiapan dan kemampuan unsur deteksi 

Kohanudnas ? 

5 Bagaimana kesiapan dan kemampuan unsur identifikasi 

Kohanudnas ? 

6 Bagaimana kesiapan dan kemampuan unsur penindak 

Kohanudnas? 

7 Apakah unsur tempur yang ada masih mampu untuk 

menghadapi ancaman yang bersifat militer/tempur ?  

8 Apakah unsur penindak low Speed dan low altitude sudah dapat 

dioperasionalkan ? 

9 Bagaimana kesiapan dan kemampuan unsur Anti Drone 

Kohanudnas ? 

10 Apakah Kohanudnas sudah memiliki konsep penggelaran 

alutsista yang berbasis pada ancaman ? 

11 Jika dilihat dari luasnya wilayah udara nasional Indonesia 

diperlukan alutsista apa saja untuk mampu mengcover seluruh 

wilayah udara Indonesia ? 

12 Dengan semakin tingginya teknologi kedirgantaraan dan 

persenjataan, apa saja yang menjadi skala prioritas untuk 

dilakukan modernisasi ? 
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Pertanyaan Penelitian Nomor 3: Bagaimana strategi gelar kekuatan 

Kohanudnas yang mampu menghadapi ancaman dalam rangka 

menjaga keamanan di wilayah udara nasional Indonesia.  

 

NO. PERTANYAAN 

1 Bagaimana strategi yang operasi Kohanudnas saat ini ?  

2 Apakah strategi saat ini masih relevan dengan semakin 

berkembangnya ancaman melalui udara ? 

3 Apakah sudah ada Startegi penggelaran alutsista Kohanudnas 

dan bagaimana konsepnya ? 

4 Apakah dibutuhkan Strategi yang khusus untuk mampu 

menghadapi ancaman udara ? 

5 Apakah sasaran dari strategi yang diterapkan sudah memadai 

untuk menjamin keamanan wilayah udara nasional ? 

6 Bagaimana tindakan Kohanudnas terhadap masih banyaknya 

pelanggaran wilayah udara nasional akhir akhir ini ? 

7 Apakah dibutuhkan strategi gelar yang khusus untuk mampu 

menghadapi ancaman udara tersebut ? 

8 Bagaimana kebijakan Kasau dan upaya strategis apa yang 

dilakukan terkait masih banyaknya pelanggaran wilayah udara 

nasional akhir-akhir ini? 

9 Apakah Kohanudnas sudah memiliki rancangan strategi gelar 

gelar untuk masa 20 tahun mendatang ?  
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Lampiran 2 : Transkrip Round Table Discussion 

L 2.1 Transkrip Round Table Discussion I  
Diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2021 via daring, dengan 

Narsumber: 
1. Marsekal Madya TNI (Purn) Hadiyan Sumintaatmadja 

(Sekretaris Jenderal KEMHAN 2017-2019) 
2. Prof . Dr. Amany Lubis (Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

TRANSKRIPSI 

Transkripsi Round Table Discussion (RTD) I  Tanggal 10 Juni 2021 

Narasumber / Informan Marsekal Madya TNI (Purn) Hadiyan Sumintaatmadja  
(Sekretaris Jenderal KEMHAN 2017-2019) 

1. Sambutan Rektor untuk RTD I, disampaikan oleh Direktur Program 

Doktoral Laksda TNI Dr. Siswo Hadi S., S.T., M.MT., CIRnR, CIQaR         

2. Materi Narasumber  

- Diskusi mengenai hal yang penting tapi jarang dibahas yaitu 

mengenai kedaulatan udara, padadhal udara adalah satu bagian dari 

1/3 darat dan 2/3 laut. 

- Akan menyampaikan Pelaksanaan penegakkan kedalulatan udara 

dari perspektif dari sisi dan tugas pokok fungsi KOHANUDNAS (yang 

akan berubah menjadi KOOPSHUDNAS).  

- Kedaulatan berarti kita akan bicara wilayah, dan berarti tidak lepas 

dari wilayah, (hal dalam konteks negara) adalah hak berdaulat 

yang berarti pula berbicara mengenai kedaulatan adalah suatu hak 

eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintahan dan 

masyarakat.  

- Dalam hukum konstitusi dan hukum internasional konsep kedaulatan 

terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh 

urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas 

teritorial atau geografisnya. Menggaris bawahi tentang batas 

wilayah, kita samakan dulu pengertian kita mengenai batas wilayah, 

bahwa dalam hal ini bukan hanya batas wilayah daratan dan lautan 

saja, namun juga dalam hal ini batas wilayah udara.  

- Konvensi Paris tahun 1919 menyatakan bahwa setiap negara-

negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap negara mempunyai 

kedaulatan penuh dan eksklusif terhadap ruang udara diatas 

wilayahnya. 

- Juga ditegaskan dalam Chicago Convention tahun 1944 

- Dan di Indonesia tertuang dalam UU No. 1 / 2009 tentang kedaulatan 

udara dan penerbangan. 

- Masing2 negara mempunyai hak untuk menjaga dan mengamankan 

wilayah udaranya dalam arti menegakkan kedaulatan udara di 

wilayahnya. Salah satu bentuk pengamanannya adalah dengan 
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pemagaran atau penjagaan, yang pada dasarnya dilaksanakan oleh 

Kohanudnas. 

- Ruang udara Nasional adalah salah satu sumber daya alam yang 

terdapat di udara dan sekaligus merupakan wilayah Nasional 

sebagai wadah/ruang tempat NKRI melaksanakan kedaulatan, hak 

berdaulat dan yurisdiksinya. 

- Sebagai salah satu KOTAMA Operasi TNI, Kohanudnas bertugas 

menyelenggarakan upaya pertahanan keamanan atas wilayah udara 

Nasional secara mandiri atau bekerja sama dengan unsur-unsur 

operasi TNI lainnya dalam rangka penegakan kedaulatan NKRI. 

- Unsur-unsur yang dimaksud (ilustrasi) adalah pesawat tempur, 

radar, peluru kendali jarak jauh, sedang dan meriam pertahan udara.  

- Pelaksanaannya (bagaimana dan dimana unsur-unsur tersebut 

digunakan). Operasi Pertahanan udara dilakukan di Wilayah udara 

yang dibagi dalam 3 area:  

1. HANUD AREA: pertahanan udara dilaksanakan dengan 

menggunakan unsur pesawat tempur sergap sebagai penindak. 

Dimensi wilayah pertahanan udara tergantung dari aksi radius 

pesawat sergap yang dioperasikan. Sistim ini mempertimbangan 

letak OBVITNAS di suatu wilayah pertahanan udara. HANUD 

AREA dapat dilaksanakan beberapa HANUD TERMINAL. 

2. HANUD TERMINAL: menggunakan unsur rudal/peluru kendali 

jarak sedang sebagai alat penghancur. Dimensi wilayah HANUD 

TERMINAL tergantung pada jarak jangkau tembakan efektif 

peluru kendali jarak sedang yang dioperasikan. Apabila peluru 

kendali jarak sedang belum berfungsi atau belum ada maka 

HANUD TERMINAL dapat dilaksanakan dengan pesawat tempur 

sergap. Dengan mempertimbangkan banyaknya OBVITNAS di 

WILHANUD maka dalam pelaksanaan HANUD TERMINAL dapat 

terdiri dari beberapa HANUD TITIK. 

3. HANUD TITIK: dilaksanakan menggunakan peluru kendali taktis 

dan meriam HANUD sebagai alat penghancur. Dimensi wilayah 

hanud titik ditentukan oleh jangkauan tembakan efektif dari rudal 

taktis dan meriam HANUD yang dioperasikan.  

- Pada hakekatnya operasi udara adalah merupakan kegiatan sebagai 

upaya mempertahankan dan menjaga kedaulatan wilayah Nasional 

terhadap ancaman yang menggunakan media udara. (kendala dan 

strategi penjagaan wilud sekarang) 

- Kegiatan tersebut pada dasarnya dilakukan secara terpadu, 

melibatkan unsur-unsur TNI maupun Sipil, sehingga ini merupakan 

kegiatan kita semua dalam rangka penegakkan kedaulatan udara, 

yang memiliki kemampuan hanud. Dalam rangka penegakkan  
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- Kohanudnas harus melakukan Operasi pertahanan udara secara 

terus menerus, satu-satunya KOTAMA yang melaksanakan operasi 

sepanjang tahun 24 jam terus menerus. 

- Pelaksanaan operasi pertahan udara dibagi dalam dua kategori:  

1. Operasi Pertahanan Udara Aktif : adalah bentuk pertahanan yang 

langsung berhadapan dengan unsur penyerangan udara lawan, yang 

meliputi kegiatan: 

o Deteksi (ada dua cara: elektronis dan visual),  

o Identifikasi (dapat dilaksanakan secara elektronis; korelasi yaiitu 

mencocokan perijinan dari MABES TNI, Kemenlu atau 

Kemenhub, dan visual),  

o Penindakan (tergantung dari jenis pesawat ‘musuh’nya) 

2. Operasi Pertahanan Udara Pasif, yang mungkin belum terlalu 

tersosialisasi dikalangan sipil: Operasi pertahanan udara pasif secara 

tidak langsung berhadapan dengan unsur penyerangan udara musuh, 

dengan kegiatan: pemberitahuan/pemberitaan adanya bahaya udara 

dan penanggulangan akibat serangan udara. 

- Kohanudnas sesuai dengan tugas pokoknya telah melaksanakan 

tugas penegakkan kedaulatan di udara Nasional dengan dukungan 

alutsista, sistem dan sumber daya manusia yang ada. Oleh karena 

itu untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakkan kedaulatan di 

udara yang sangat luas dibutuhkan alutsista. 

- Pertanyaannya sekarang adalah apakah alutsista yang ada 

sekarang belum cukup untuk mendukung strategi penegakkan 

kedaulatan di udara saat ini?? Sejujurnya, masih belum cukup. Saat 

ini kita masih membutuhkan alat yang tentunya membutuhkan biaya 

dan akhirnya membutuhkan ketersediaan anggaran. Adanya 

keterbatasan anggaran membawa konsekuensinya masih banyak 

terjadi pelanggaran udara di wilayah Kohanudnas, baik di wilayah 

Barat, Timur, Tengah dan Barat.  

- Strategi Kohanudnas melaksanakan strategi berdasarkan analisa 

atau strategi pertahanan yang disusun oleh KEMHAN yang 

kemudian di jabarkan di MABES TNI yang kemudian diturunkan 

kepada satuan-satuan operasional. 

- Strategi penegakan atau penjagaan kedaulatan udara di NKRI. 

Strategi secara garis besarnya dibahas setiap tahun di KEMHAN. 

Kalau kita baca Strategi HANKAMNEG Tahun 2021, sekarang kita 

berfokus bagaimana mengentaskan Pandemi COVID-19, bencana 

alam, bagaimana kita membangun industri pertahanan kita untuk 

bisa mandiri. Sehingga masih jauh kemampuan kita untuk dapat 

melindungi wilayah udara kita yang begitu luas dan wilayah geografi 
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kita yang begitu besar di segi udara. Ini baru udara, belum lagi di laut 

dan di darat.  

- Sebagai ilustrasi, kalau kita mau untuk membangun efek gentar 

(deterrent) paling tidak kita harus punya satu flight pesawat tempur 

sergap di 7 pangkalan TNI AU, yaitu di Merauke, Kupang, Ibu Kota 

Jakarta, Aceh/Medan, Natuna, Tarakan/Gorontalo dan di Biak. 

Dengan itu paling tidak kita bisa memberikan efek gentar dan ketika 

ada pelanggaran udara kita dapat dengan cepat melakukan 

tindakan.  

- Ilustrasi : Pangkoseshanudnas IV di Biak menerima laporan radar 

Timika, radar Merauke maupun radar Saumlaki – ada satu sasaran 

yang tidak di kenal dari arah selatan dengan kecepatan 500 knots di 

ketinggian 25.000 kaki. Setelah diadakan identifikasi secara baik 

secara korelasi dan secara elektronis dengan menggunakan radar, 

dinyatakan bahwa pesawat tidak dikenal dan tidak dapat 

diidentifikasi. Satu-satunya cara untuk melakukan identifikasi adalah 

dengan pesawat tempur sergap yang dikirimkan untuk 

melaksanakan identifikasi visual. Sekarang ini pesawat tempur 

sergap yang paling dekat dengan wilayah Papua ada di Makasar. 

Kalau pesawat sudah terdeteksi 500 knots kecepatannya 25.000 

ketinggiannya arah ke Utara berarti dia ada di dalam radius pantauan 

radar yang 240 nm -kalau radarnya bagus -paling tidak dibawah 200 

nm bisa dipastikan itu adalah target. Dengan jarak 200-240 nm dan 

dengan kecepatan 500 knots hanya membutuhkan waktu sekitar 15-

20 menit untuk kesasaran. Sementara pesawat tempur sergap dari 

Makasar untuk menuju ke Timika akan butuh waktu paling tidak 2 

jam airtime, belum lagi menyiapkanya. Menyiapkan pesawat ketika 

ada alarm butuh waktu paling cepat 2 jam. Artinya sudah terlambat. 

Jangankan bawa bom atau roket, dia bawa satu peluru saja dan 

menembakkan ke Timika, siapa yang akan melindungi? Tidak ada. 

Anti pesawat udara punya Angkatan Darat tidak ada, kapal Angkatan 

Laut juga tidak ada dan dari Angkatan Udara juga tidak ada. 

- Inilah kondisi riil. Harus kita akui, kita masih membutuhkan alutsista 

yang demikian banyak dan penggelaran yang efektif. Kalau kita 

punya satu flight saja di Merauke atau di Timika, kalau ada sasaran 

itu, segera akan terdeteksi kemudian pesawat tempur sergap di 

airborne. Bagaimana kalau di Utara, ada di Biak. Bagaimana kalau 

di Selat Makasar? Ada di Tarakan. Bagaimana sekarang kalau di 

Natuna? Tidak ada. 

- Kita menginginkan suatu kondisi ideal, namun harus diakui bahwa 

pemerintah masih menerapkan skala prioritas dalam anggaran 

fiskal, sehingga anggaran kita masih belum mencukupi.  
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- Mau tidak mau harus kita akui bahwa hubungannya dengan 

anggaran, itulah kondisi riil. 

- Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan dapat bisa 

didiskusinya lebih lanjut. 

 

L 2.2 Transkrip Round Table Discussion II  

Diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2021 via daring, dengan 

Narsumber: 

1. Marsma TNI Ronny Irianto Moningka, S.T., M.M. 
(WADANSESKOAU mewakili DANSESKOAU Marsda TNI Samsul Rizal) 
2. Dr. Andi Widjajanto (Laboratorium Indonesia 2045) 
 

Transkripsi Round Table Discussion (RTD) II  Tanggal 16 Juni 2021 

Narasumber / Informan Marsma TNI Ronny Irianto Moningka, S.T., M.M. 
(DANSESKOAU Marsda TNI Samsul Rizal, diwakili oleh 
WADANSESKOAU) 

3. Materi Narasumber  

- Paparan : “Rekonfigurasi Kekuatan Gelar TNI AU Dalam 

Menghadapi Ancaman Secara Mandiri dan Mendukung Percepatan 

Pembangunan Nasional“.  

- Yang kami hormati para senior Pak Prof, Laksda Mentor Prasetyo, 

Mas Arif, Bu Lilly; ijin mewakili Komandan yang harus ke Jakarta 

untuk menghadiri rapat. 

- Diskusi dan sharing pengalaman selama di TNI AU dan pernah di 

Kohanudnas 

- Ini adalah konsep yang pernah dibuat untuk TNI AU, semuanya 

bergerak dari pemahanan perkembangan lingkungan strategis yang 

ada. Lingstra memiliki pengaruh yang sangat dominan dan menjadi 

driver utama bagi hampir seluruh negara dalam menyusun kebijakan 

pertahanannya, termasuk Indonesia sendri. 

- Kalau kita lihat perkembangan di Laut Cina Selatan yang semakin 

memanas, dimana ketegangan disana belum mereda juga. Ada 

overlap claim 9 dashed lines (NDL) oleh Cina dengan wilayah ZEE 

Internasional Malaysia, Vietnam, Philippines, Taiwan, Brunei dan 

Indonesia. Kalim China tidak mengindahkan keputusan UNCLOS 82 

walaupun China meratifikasinya pada tanggal 7 Juni 2016. 

- China juga telah melakukan reklamasi pulau-pulau buatan dan 

pembuatan landasan. Konflik ini diprediksi akan terus berlanjut 

- UNCLOS mengegaskan sikapnya melalui arbitrase Internasional di 

Belanda pada tanggal 12 July 2016 menyatakan bahwa klaim 

historis NDL China tidak memiliki landasan yang kuat berdasarkan 
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UNCLOS dan juga reklamasi pulau-pulau tidak memberikan hak 

apapun bagi China. Pada tanggal 13 July 2016 Presiden Xi Jinping 

menyatakan bahwa “kedaulatan wilayah dan hak maritim Tiongkok 

di laut tidak akan dipengaruhi keputusan “dengan cara apapun““. 

Kemudian Wakil Menlu Liu Zhenmin menyatakan bahwa Tingkok 

memiliki hak menetapkan zona pertahanan udara, bagi seluruh 

pesawat harus izin jika melintasi wilayah itu.  

- Indonesia saat ini sudah terkurung oleh pangkalan-pangkalan AS 

sejak titik Diego Garcia, Christmas Island, Cocos Island, Darwin, 

Guam, Philippines, hingga ke Malaysia, Singapore, Vietnam, 

Kepulauan Andaman dan Nicobar.  

- Kemudian di sisi lain kita lihat bahwa ada juga hal yang perlu menjadi 

pertimbangan, bahwa di kawasan Indonesia berada diantara 4 dari 

5 negara FPDA, yaitu Malaysia, Singapura, Australia dan Selandia 

Baru. FPDA secara rutin terus melakukan latihan militer bersama 

untuk memastikan kemampuan dan Interoperability diantara negara-

negara anggotanya. Ini juga harus menjadi perhitungan dan 

pertimbangan dalam membangun kekuatan pertahanan udara 

Indonesia.  

- Dari perkembangan lingkungan strategis (Banglisngstra) yang juga 

bisa di prediksi ancaman yang mungkin akan timbul yaitu dari 2 

hotspots sekaligus dari dua exit: dari Utara dan dari Selatan secara 

bersamaan. Pada kenyataannya untuk pembangunan kekuatan 

pertahanan udara Indonesia ini dapat diperkirakan : 

1. Sumber ancaman dari Utara yang akan datang dari Perairan 

Natuna dari Laut Sulawesi – Perairan Ambalat.  

2. Sumber ancaman dari Selatan dan Timur juga akan datang 

sekitar  Perairan Timor, dari selatan dari Australia. 

- Untuk melaksanakan agresi ini bisa diperkirakan bahwa musuh akan 

mengemas dalam kedok “responsibility to protect” terhadap warga 

negaranya yang terancam dan mungkin menggunakan HAM.  

- Kemungkinan implikasi dari posisi strategis Indonesia kalau kita lihat, 

bahwa Indonesia ini berada secara geopolitik di kawasan Asia 

dibandingkan dengan negara superpower dimana ada kebijakan 

‘penyimbangan kembali’ Amerika di Asia sebagai respon terhadap 

supermasi ekonomi dan militer Tiongkok, membuat posisi Indonesia 

semakin kritis. Berarti Indonesia berada dalam strategi pertahan 

negara-negara lain.  

- Berarti dalam kontijensi ini kita berada di wilayah penyangga / buffer 

dan berada di tengah kekuatan militer Amerika di Australia dan 

kekuatan Tiongkok sendiri. Dan kalau kita lihat juga bahwa negara 

tersebut sudah meningkatkan kemampuannya dan modernisasi 
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persenjataan terutama pesawatnya ke generasi 5 seperti Australia 

sudah memiliki F-35. 

- Tadi disampaikan juga oleh beberapa narasumber di depan bahwa 

ada liberalisasi wilayah udara dengan adanya Open Sky Policy, 

namun ada juga dan Air traffic Flow Management System (ATFM) 

yang diusulkan oleh ASEAN. Indoensia menolak ATFM dan 

menginginkan bahwa semua negara memiliki ATFM masing-masing 

dan sudah disetujui oleh ICAO, sehingga semua negara harus 

terintergrasi satu sama lain (IOT). 

- Konsep yang bisa di kolaborassi dengan kondisi yang ada 

sebenarnya ada pemikiran berkaitan dengan kekuatan maritim 

regional untuk di kawasan yang membutuhkan kehadiran TNI AU. 

Beberapa pemikiran kami untuk TNI AU kita harus memiliki konsep 

„Regional Reach Regional Power“. Yaitu kemampuan kita untuk 

hadir di kawasan merepresentaikan diri di regional. Kita mengacu 

konsepnya Amerika “Global Reach Global Power“, sehingga 

dimanapun di dunia Amerika hadir.  

- Pengalaman sejarah dulu, TNI AU adalah terkuat di Asia Tenggara. 

Hal ini menginspirasi kita untuk membuat konsep „Regional Reach 

Regional Power“, konsekuensinya dengan itu TNI AU perlu 

menyesuaikan diri dengan konsep tersebut, bagaimana kita bisa 

hadir dengan konsep Wawasan Nusantara, sampai 200 mil ZEE. 

Berarti persenjataan alutsista harus mampu menjangkau minimal 

sampai ZEE atau lebih kalau mungkin. 

- Kohanudnas sudah memiliki pola operasi udara dengan defense 

index dalam 3 kategori: HANUD TITIK (0-18 km; menggunakan rudal 

jarak pendek), HANUD TERMINAL (18-100 km; menggunakan rudal 

jarak sedang) dan HANUD AREA (>100 km; menggunakan pesawat 

tempur). 1 nm = 1.8 km 

- Pembangunan kekuatan udara atau disebut penggelaran kekuatan 

udara ini tentu harus berbasis pada ancaman yang ada. Ancaman 

yang ada selain slot Utara Selatan, juga kita memiliki ALKI I, II dan 

III sebagai konsekuensi UNCLOS 82. Kita berkewajiban 

menyediakan ruang udara untuk pesawat melintas di ALKI. Hal ini 

juga merupakan ancaman bagi kita, selama kita tidak bisa hadir di 

ALKI dan kita tidak bisa memantau maka ancaman itu bisa dibilang 

bola liar. Karena mereka juga mempunyai mata juga.  

- Pola gelar yang harus dilaksanakan adalah pesawat tempur, rudal 

dan radar. Radar yang diperlukan untuk mengamankan Indonesia 

adalah 4 OTHR, 15 Radar Pasif dan 25 Radar Aktif. Untuk menutup 

seluruh wiayahh Indonesia. 
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- Penggelaran kekuatan udara melalui KOHANUDNAS, khususnya 

pesawat tempur seharusnya ada sinkronisasi, koordinasi korelasi 

dan sinergi dengan konsep operasi KOHANUDNAS supaya efektif.  

- 1 jam pesawat terbang itu biayanya sekitar 400 juta rupiah 

 

Transkripsi Round Table Discussion (RTD) II  Tanggal 16 Juni 2021 

Narasumber / Informan Dr. Andi Widjajanto  
(Laboratorium Indonesia 2045) 

4, Materi Narasumber  

- Paparan : “Pembangunan KOHANUDNAS sebagai Pertahanan 

2045“, sebagai proyeksi jangka panjang tentang bagaimana kita 

menginginkan pertahanan tahun 2045 jika nanti ada disrupsi besar 

terutama dari sisi ancaman dan teknologi yang mengharuskan 

kita merubah skenario secara drastis. 

- Debat paradigmatik yang saya pakai berdasarkan kajian ilmu 

Hubungan Internasional yang relatif terkait dengan Balance of 

Power. Asumsi awalnya adalah suatu negara itu bisa memiliki status 

yang berbeda-beda dalam perimbangan kekuatan di lingkungan 

global. Ada Weak State, Strong State, Regional Power dan 

Hegemony. Indonesia saat ini dalam perjalanan transisi dari 

weak state menuju strong state. Karena itu memang ada beberapa 

hal yang kita masih tertatih-tatih karena adanya variabel-variabel 

yang harus dimatangkan. Dan ini membuat banyak pemilihan-

pemilihan kebijakan kita kalau dilihat dari debat paradigmatik ini satu 

sama lain tidak konsisten. Dan itu menyulitkan arah membangun 

kekuatan pertahanan ke depannya.  

- Balance of power, begitu suatu negara sadar bahwa posisinya bukan 

negara besar, maka biasanya dia akan memilih untuk melakukan 

aliansi, koalisi (bandwoganing). Apalagi kalau dia dikelilingi oleh 

negara-negara besar. Kita karena bebas aktif, kita juga bisa memilih 

aliansi, koalisi itu. Normalnya negara yang bukan negara besar akan 

beralisansi dengan negara besar. Negara yang bercita-cita menjadi 

negara kekuatan kawasan/negara besar mereka akan melakukan 

tantangan kepada negara besar/hegemonic (revisionist-balancing). 

Dari tiga pilihan paradigmatik itu, Indonesia tidak ketiga-tiganya. 

Kita memilih bebas aktif yang cenderung netral. 

- Regional Complex – Kompleks keamanan ada dua perdebatan, 

apakah suatu negara melihat kompleks keamanannya penuh 

permusuhan (pattern of enmity) atau pertemanan (pattern of amity). 

Politik luar negeri kita beranggapan dengan adanya ASEAN, 

kompleks keamanan kita adalah amity/pertemanan. Tetapi tidak 

sesuai dengan dinamika riilnya. Karena ada misalnya dengan 
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Malaysia saja, ada masalah Ambalat, apalagi ada masalah Laut 

Natuna, ada masalah gelar Cina Selatan. Real pattern-nya adalah 

enmity tapi kecenderungan kita melihat kawasan dari doktrin 

politik luar negeri, dari kebijakan-kebijakan luar negerinya 

adalah amity/pertemanan. Ada ketidak konsistenan disitu. 

- Alliance Commitment (high-low-nonexistence) – Begitu suatu negara 

belum menjadi negara utama, alliance commitment-nya mestinya 

tinggi, karena biasanya dia tidak bisa sendirian. Tetapi Indonesia 

alliance commitment-nya tidak ada/non existence. Dan itu sesuatu 

yang tampaknya harus kita hadapi sepanjang doktrin bebas aktif 

tidak digeser. Dan saat ini secara politik kecil sekali kemungkinan 

kita menggeser doktrin politik luar negeri bebas aktif. Hal ini 

memunculkan kesulitan-kesulitan yang dalam ilmu hubungan 

internasional menjadi jauh lebih rumit pilihan-pilihan strategis yang 

dilakukan oleh Indonesia. 

- Political Ideology (conservative–Hawkish -Liberal–Dove) – Suatu 

angkatan bersenjata akan cenderung berkembang kalau 

pemimpinnya memang konservatif (Hawkish), bukan liberal 

(dove). Saya contohkan dove itu anomali adalah ketika kita memiliki 

presiden berlatar belakang jenderal bintang empat, tetapi doktrinnya 

adalah zero enemy, menjadi dove! Menjadi liberal! Begitu doktrin 

politik luar negeri presidennya adalah dove, memang biasanya 

pembangunan militernya agak di rem, kecuali doktrinnya berubah 

menjadi konservatif. Di Amerika Serikat pemilahan antara 

konservatif dan liberal itu mudah, Partai Republic cenderung 

konservatif dan Partai Demokrat cenderung liberal. Di Inggris juga 

begitu, Partai Buruh cenderung liberal dan Partai Conservative 

cenderung konservatif. Di Indonesia tidak bisa ada pemilahan itu. 

Kalau secara ideologi normalnya PDI Perjuangan dan Gerindra itu 

konservatif lalu kemudian Golkar dan Nasdem cenderung liberal. 

Tapi tidak sesederhanan itu pemilahan ideologi tentang pertahanan 

di Indonesia. 

- Military Organization (revisionist innovation – status quo-
conservative) Saya berpandangan organisasi militer itu memang 
dirancang untuk sulit dirubah karena didalamnya ada tradisi, ada 
komando, ada hierarki. Organisasi militer cenderung akan 
berubah kalau ada faktor yang ektsrim terjadi, yaitu seperti 
perubahan ancaman dan perubahan teknologi! Kalau melihat 
sejarah organisasi-organisasi militer di dunia, mereka pasti berubah 
kalau ada pengalaman kalah perang, kalau menang perang tidak 
mau dirubah organisasinya. Organisasi militer Amerika pada saat PD 
I, PD II, sampai menjelang perang Vietnam tidak dirubah. Tetapi 
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begitu terjadi kekalahan di Vietnam, begitu mereka setengah mati di 
Afghanistan dirubah organisasinya. Setelah berhasil di Iraq stagnan 
organisasinya. Setelah WTC runtuh karena serangan teror, dirubah 
lagi organisasinya. Pengalaman kalah perang itu memicu perubahan 
organisasi. Di Indonesia, faktor pengalaman kalah perang itu tidak 
muncul, betul-betul tidak muncul. Saya bahkan tidak melihat 
perubahan organisasi militer di Indonesia itu karena ada pelajaran 
yang didapat dari pengalaman-pengalaman combat /tempurnya. 
Perubahan organisasi terakhir yang terjadi di masa reformasi 
menurut saya ada dua yang signifikan. Pertama karena semangat 
reformasi, ABRI dipisahkan menjadi TNI dan POLRI, ada Undang-
Undang  Pertahanan, ada Undang-Undang TNI, lalu berubah 
organisasi secara signifikan. Ada pengalaman kalah perangnya? 
Tidak ada, itu terjadi karena politik demokrasinya yang berubah. 
Kemudian kedua di masa Pak SBY dan Pak Jokowi berubah lagi, 
ada KOGABWILHAN, ada KOOPS 3, ada ARAMADA 3, ada Divisi 
3, ada Marinir 3 misalnya. Ada pengalaman kalah perangnya? Tidak 
ada, tetapi organisasinya berubah. Normalnya military organization 
itu status quo. Begitu dia harus revisionist innovation, karena ada 
faktor-faktor ekstrim yang berubah.  

- Military Technology (RMA – EMA) Kalau kita menguasai teknologi, 
kita akan mengejar RMA, lompat teknologinya. Tapi begitu kita tidak 
menguasai teknologinya, maka kita akan evolusi, berjalannya secara 
bertahap. Indonesia tidak menguasai teknologi, sehingga pasti 
teknologinya berjalan bertahap, incremental, pelan-pelan 
perubahannya. Kalau di Angkatan Udara dari generasinya F-5, Hawk 
lalu pelan ke F-16 dan tidak langsung lompat ke Viper tapi ke 27, 30, 
dulu tidak langsung lompat ke 35. Kenapa itu harus kita lakukan? Ya 
karena kekuatan teknologi tidak ada untuk lompat teknologi seperti 
negara-negara utama.  

- [Ekonomi pertahanan] Defense Budget (arms build-up – arms 
maintenance – arms reduction).  

- Defense Industry (autarky – counter dependent – dependent) 
- Proportion of GDP (3.5-4% -1-3% -1%) 

- Yang diutak utik, kita ini inginnya apa sebetulnya? Hanya sekedar 
maintenance, modernisasi terbatas atau ingin peningkatan kekuatan 
(arms build-up)? Sederhananya kalau ingin melakukan arms build-
up maka proporsi PDB ke anggaran pertahanannya harus mengarah 
ke 2%. Kalau modernisasi bisalah 1-1.5%. Kalau dibawah itu kita 
akan reduksi. Ketika ramai tentang 1.700T rencana anggaran 
pertahanan sampai dengan 2044, berdasarkan penjelasan dari 
KEMHAN itu adalah alokasi 0.8% dari PDB, jadi sampai 2044 
konsisten alokasi 0.8%. Itu untuk modernisasi pun tidak, itu akan 
mengarah ke arms reduction. Lalu defense industry yang merupakan 
amanat dari UU Industri Pertahanan adalah kemandirian industri 
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pertahanan, tapi tidak ada penguatan penguasaan teknologi, tidak 
ada juga alokasi anggaran yang signifikan, tidak ada mega project 
jangka panjang untuk membantu misalnya PT. DI. Karena itu agak 
susah bagi defense industry untuk ke arah kemandirian. 

- Debat-debat ini perlu disampaikan untuk menjadi perenungan bagi 
kandidat untuk memecahkan teta teki bagaimana memecahkan 
solusi tidak konsistennya paradigma ini? Akhirnya membuat 
kebijakan-kebijakannya zig-zag, ber-manuver dari satu paradigma 
ke paradigma yang lain.  

- Pendekatan debat paradigmatik operasional. Di level ini sudah 
level operasional. Kalau level operasionalnya memang berbeda 
sekali antara keyakinan cara menjalankan perang antara matra-
matra. 

- Type of War I (conventional vs. non-conventional) → Battle 
Interaction (symmetric, asymmetric), Force Deployment (forward 
presence, in-depth defense), Force Employment (first strike, 
counterattack).  Lebih sulit bagi AU dan AL, untuk asymetric war. Di 
AU kalau dia asymmetric akan setengah mati! Kalau AD bisa dari 
asymmetric bisa berubah jadi non conventional berubah menjadi 
gerilya. Kalau AU siap-siap asymetric, kita punya 4 skuadron disana 
punya 20 skuadron, mau diapakan?? Kita punya 2 armada dengan 
6 frigat 3 corvet dan 6 kapal selam tapi disana ada 3 armada lengkap 
dengan kapal induk dan dilengkapi dengan destroyer-nya, 
bagaimana asymetricnya??. Force deplyment di AD akan in-depth 
defense. Kalau AU/AL sebaiknya mendekati dimana zona 
tempurnya, kalau masalahnya ada di Natuna Utara maka Iswahyudi 
dipindahkan saja ke Kalimantan, karena harus forward presence. 
Ada bias-bias antar matra tapi yang mana yang menjadi doktrin 
dasarnya/keyakinan dasar untuk berperangnya??  

- Type of War II (full-spectrum vs land-based) → Battle Duration 
(decisive battle, protracted), Force Disposition (strategic 
mobility, concentrated location), Military Operation (joint 
operation, land-based). Battle duration AL/AU maunya decisive; 
one battle determines the war. Kalau Angkatan Laut dengan 
armada, Atet dan Angkatan Udara dengan skuadron disuruh 
merancang strategi perang berlarut akan sulit. Kalau AD merancang 
perang berlarut, skuadron di Divisi diminta merancang strategi 
perang berlarut pasti bisa, karena ada rumusnya. Rumusnya satu 
bekal pokok peluru untuk AD kalau perangnya konvensional dan 
simetris itu satu hari selesai. Tetapi satu bekal peluru untuk AD kalau 
perangnya diarahkan menjadi berlarut, non-conventional dan gerilya, 
yang semula hanya satu hari bisa menjadi seratus hari. Ada 
perhitungan itu, ada koefisien itu. Skuadron dan armada tidak punya 
perbedaan koefisien antara perang yang decisive dan perang yang 
berlarut/protractred.  
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- Type of War III (total war vs limited war)→ Battle Ground (open 
battle, complex terrain), Reserve (total mobilization, limited 
resources), Victory (territorial occupation, political survival). AD bisa 
memilah antara battle ground yang complex (bukit, hutan, lembah) 
atau yang open. AL/AU hanya punya satu battle ground open battle! 
AL tidak bisa sembunyi dibalik karang seperti halnya AU tidak bisa 
bersembunyi dibalik awan. OTHR menafikan semua itu! 

- Ini perdebatan paradikmatik operasional yang antar matra berbeda 
tapi apakah ada bias menjadi doktrin dasar kita? Itu salah satu 
puzzle yaang harus diselesasikan oleh kandidat doktror Arif. 

- Berdasarkan hal itu ada kesimpulan dalam satu MAP yang idealnya 
kalau diatas, diatas semua – kalau dibawah dibawah semua! 
Indonesia masih zig zag tetapi dipahami karena masih dalam transisi 
dari weak state menjadi strong state. 

- Disampaikan oleh Presiden Jokowi, di RAPIM KEMHAN TNI pada 
awal tahun 2021 –  

- Karakter perang baru masa depan (abad 21): 
1. Berbasis teknologi (Tech-Based) 
2. Tingkat kehancurannya tinggi (High Level of Destruction) 
3. Perang Singkat (Decisive Battle) 
4. Complex Terrain (tempat berperangnya kompleks) dan multi 

domain operations (darat, laut, udara, space, siber) 
5. Gabungan dan intergrasi matra-matra) (Joint Warfare) 
6. Perang hibrida (ipoleksosbudhankam) (Hybrid War) 

 
- Bagaimana mengantisipasi perang baru abad 21 tersebut: terutama 

no 1-3 adalah khasnya AU, dst. Untuk AD decisive battle belum 
tentu. 

- Peramalan dengan 3 variabel: Balance of Power (BoP), Arms 
Dynamic, Battle of Threats (BoT). Fokus dulu untuk mulai dengan 
skenario terburuk, baru buat langkah-langkah mitigasinya. Di 
sektor non-pertahanan biasanya mulai dari skenario terbaik 
(sebaliknya). 

- Defense XXI → Defense Investment : Tech adoption, force structure, 
battle. 

- Peramalan untuk kedepannya:  
- Hegemonic Transition 

o Cold War 20 : kalau transisi hegemonic s/d 2045 akan ada perang 
dingin kedua antara China dan US -tapi tarungnya akan diatas 
ruang udara kita! Mereka punya kebutuhan riil untuk seliweran di 
ruang udara kita. AS tidak akan minta pangkalan/base 
(permanent) di Indonesia tapi akan minta “basing right” (tentatif), 
ini dua hal yang sangat berbeda. AS pernah minta basing right ke 
Pak Soeharto dan Pak Jokowi, namun ditolak oleh keduanya. 
Nanti kalau friksi AU dan China terjadi, bisa diperkirakan basing 
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right yang diinginkan oleh AS yang mana saja dan pergerakan 
ruang udara yang diinginkan oleh China yang mana saja. Itulah 
Perang Dingin 2.0 yang akan mempengaruhi kita ke depannya.  

o Resource War: Survey mineral terakhir, Papua potensi SKA yang 
ada didalamnya 44.000 Trilyun. Kalau Papua membendung 
sungai terbesar disana, kapasitas MW yang ada 78.000 
megawatt – dua kali lipat dari kapasitas listrik yang sekarang ada 
di jawa dan bali. Papua akan bergolak bukan karena 
separatisme, tetapi karena konflik sumber daya alam.  

- Global Economy 
o „Nike Shape“: yang diharapkan ada pemulihan dalam kurva V, 

tetapi tidak terjadi, pemulihannya malah tertatih-tatih dan malah 
mengalami gelombang kesekian CO-19. 

o Trade War: ada trade war antara US-China 
- Arms Dynamic 

o Limited Supply: Kita tidak punya kemampuan produksi 
o EMA: Kita harus EMA karena tidak mempunyai kemampuan 

teknologi. 
o RI 4.0 

- RI 
o Democratic Consolidation: mungkin jalan 
o Growth 3-5%: yang semula diharapkan 7% ternyata tidak tejadi. 

Diharapkan setelah pulih corona akan kembali 405% 
o PDB 1.5%: ternyata perencanaan 2044 KEMHAN hanya 0.8% -

tidak ada formula untuk bisa melakukan modernisasi dengan 
0.8%. Sudah pasti tidak cukup untuk modernisasi 

o Diversification: senjata kita pasti diversifikasi karena kurangnya 
anggaran. Akhirnya akan ada masalah interoperability. SU-37 
terbang dari UPG haru mendarat di UPG, dari Maospati kembali 
ke Maospati atau lanud lainnya. Pulau-pulau di Indonesia yang 
tadinya diharapkan dapat berfungsi sebagai kapal induk akan 
sulit dilaksaanakan, karena masalah interoperability ini.  

o Supply Chain: Apakah Indonesia bisa mengamankan supply 
chainnya? Apabila kitasalah dalam keberpihakan, kalau ada 
konflik AS-China, bisa-bisa kita kena embargo.  

Hal-hal itulah yang membawa kerumitan kerumitan yang harus 
dihadapi dan perlu masukan dari kandidat Arif.  
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